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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis serta pemahaman atas masalah skripsi yang sudah 

dijelaskan di atas, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Duduk perkara Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs adalah selama 

perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (harta gono 

gini) yang mencakup beberapa aset diantaranya, sebidang tanah 

perumahan seluas 1.833 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 279, 

sebidang tanah pertanian seluas 2324 m2 dengan sertifikat hak milik 

nomor 567, sebidang tanah pertania (kolam) seluas 3669 m2 dengan 

sertifikat hak milik nomor 570 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi, terletak di Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan 

Panti, Kabupaten Pasaman, tanah tersebutlah yang di jadikan jaminan 

hutang di bank. 

2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 

186/Pdt.G/2022/PA.Lbs terkait harta bersama hakim menggunakan 

konsep keadilan hukum dan menyimpangi aturan yang ada, itu 

merupakan suatu hal yang baik, namun yang dilakukan hakim itu 

seharusnya mempunyai landasan dan fakta yang kuat dalam memberikan 

keputusan. Karena bisa saja berdampak merugikan salah satu pihak atau 

yang lainnya.  

3. Tinjauan Sema Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 

186/Pdt.G/2022/PA.Lbs ada ketidaksesuaian dalam penerapannya. 

Karena menurut SEMA tersebut, tepatnya pada poin III huruf A nomor 4, 

dijelaskan bahwa gugatan terkait harta bersama yang objek sengketanya 

masih menjadi jaminan utang atau yang mengandung sengketa 

kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, harus dinyatakan 

tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). 

Artinya, selama objek tersebut masih menjadi jaminan utang atau 



 
 

 

memiliki sesngketa lain terkait kepemilikan pengadilan tidak seharusnya 

mengabulkan gugatan tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penulisan ini, maka 

penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di 

kemudian hari. Saran-saran tersebut penulis tuju kepada : 

1. Terkait Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs 

Mengingat harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini 

termasuk aset yang dijadikan jaminan hutang di bank, para pihak yang 

bersengketa sebaiknya lebih memahami status hukum aset sebelum 

mengajukan gugatan. Konsultasi dengan penasihat hukum atau pihak 

berwenang sebelum menggugat harta bersama dapat mencegah timbulnya 

permasalahan hukum yang lebih kompleks, terutama dalam hal eksekusi 

putusan. 

2. Terkait Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 

186/Pdt.G/2022/PA.Lbs Hakim dalam memutus perkara sebaiknya lebih 

memperhatikan landasan hukum yang kuat serta mempertimbangkan 

aturan yang berlaku secara lebih mendalam. Jika hakim perlu menyimpangi 

aturan untuk mencapai keadilan substantif, maka hal tersebut harus 

didukung oleh argumentasi hukum yang kokoh dan berbasis pada fakta 

serta asas kepastian hukum. Penjelasan yang lebih rinci dalam putusan 

mengenai alasan penyimpangan akan memberikan transparansi dan 

menghindari kesan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. 

3. Terkait Tinjauan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 

186/Pdt.G/2022/PA.Lbs Dalam perkara ini, terdapat ketidaksesuaian 

antara putusan hakim dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, 

khususnya terkait objek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang. Oleh 

karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada para hakim dan 

praktisi hukum mengenai penerapan SEMA ini, sehingga tidak terjadi 

perbedaan interpretasi dalam memutus perkara yang serupa. Selain itu, jika 



 
 

 

memang diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan SEMA, maka 

perlu ada kajian lebih lanjut terkait revisi atau penyesuaian peraturan agar 

tetap relevan dengan kondisi nyata di lapangan. 
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